







A. Sistem dan Prosedur Akuntansi 
1. Pengertian Sistem 
 Dalam memahami pengendalian intern terlebih dahulu memahami 
tentang sistem dan prosedur akuntansi agar memperoleh gambaran 
yang sesuai dengan berbagai macam inormasi yang dioalah dalam 
sistem akuntansi. 
 Dalam hal ini sistem juga ada beberapa definisi yang akan 
diberikan oleh penulis, berikut ini adalah berbagai definisi sistem : 
Sistem adalah jaringan pada prosedure – prosedure yang erat 
hubungannya satu dengan yang lainnya, yang disusun menjadi satu 
kesatuan untuk melaksanakan suatu aktivitas utama perusahaan. 
 Menurut Sarosa (2009) sistem adalah sekumpulan komponen yang 
saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapi tujuan yang sama. 
Sedangkan menurut Mulyadi (2001 : 5) sistem merupakan satu 
jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
 Dari beberapa definisi sistem yang dipaparkan diatas dapat 
disimpulkan bahwa sistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya 
untuk mengolah sistem akuntansi perusahaan yang paling utama. 
2. Pengertian Prosedur 
 Setelah memahami tentang sistem kini yang perlu dipahami 





sistem akuntansi. Berikut ini penulis juga mendefinisikan mengenai 
prosedur yang penulis berikan antara lain : 
 Menurut Baridwan (1998 : 3) prosedur adalah suatu urut – urutan 
pekerjaan kirani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam 
suatu bagian atau lebihdisusun untuk menjamin adanya pelaksanaan 
yang seragam terhadap transaksi – transaksi perusahaan yang sering 
terjadi. 
 Sedangkan menurut Mulyadi (2001 : 5) prosedur merupakn urutan 
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. 
 Dalam beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 
bahwa prosedur suatu urutan tindakan atau kegiatan ketatausahaan 
yang biasanya menyangkut beberapa petugas (karyawan) dalam satu 
atau beberapa bagian dan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 
suatu transaksi perusahaan yang terjadi. 
3. Sistem Akuntansi 
 Dalam guna pengembangan perusahaan sistem akuntansi sangat 
mempunyai peranan yang penting demi memajukan perusahaan serta 
tercapainya tujuan perusahaan yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah 
pengertian sistem akuntansi : 
 Sistem akuntansi adaah organisasi formulir, catatan dan laporan 
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan (Mulyadi 2001 : 3). 
 
4. Unsur – Unsur Sistem Akuntansi 
 Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem 





besar dan buku pembantu, serta laporan. Berikut ini diuraikan lebih 
lanjut pengertian masing – masing unsur sistem akuntansi : 
1) Formulir 
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah 
dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam 
organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. 
Formulir sering pula disebut dengan istilah media, karena ormulir 
merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi 
dalamorganisasike dalam catatan. Dengan formulir ini, datayang 
bersangkutan dengan transaski direkam prtama kalinya sebagai 
dasar pencatatan dalam catatan. 
2) Jurnal 
Jurnal merupakam catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 
dan data lainnya. Seperti telah disebutkan, sumber informasi 
pencatatan dalam jurnal adalah formulir. Dalam jurnal ini data 
keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 
penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan 
dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini juga terdapat kegiatan 
peringkasan data, yang hasil perigkasannya (berupa jumlah rupiah 
transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang 





3) Buku Besar 
Buku besar terdiri dari rekening – rekenng yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya di dalam 
jurnal. Rekening – rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai 
dengan unsure – unsure nformasi yang akan disajikan dalam 
laporan keuangan. Rekening buku besar ini satu pihak dapat 
dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, 
dipihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi 
keuangan untuk pnyajian laporan keuangan. 
4) Buku Pembantu 
Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 
rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu. Buku 
pembantu ini terdri dari rekening – rekening pembantuyang 
merinci dta keuangan yang tercantumdalam rekening tertentu dala 
buku besar. 
5) Laporan 
Hasil akhir proses akuntasi adalah laporan keuangan yang dapat 
berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang 
ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, 
daftar umur piuang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo 
prsediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi 





berbentuk hasil cetak computer dan tayangan layar monitor 
computer. 
5. Fungsi Sistem Akuntansi  
 Berikut ini beberapa fungsi dari sistem akuntansi : 
a. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua 
tingkat manajemen, pemilik atau pemegang saham secara 
cepat dan tepat. 
b. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak luar : 
perpajakan, debitur, maupun lembaga – lembaga lainnya 
yang berkaitan dengan perusahaan. 
c. Menyempurnakan kontro melalui organisasi, prosedur – 
prosedur dan cara – cara lain untuk mengamankan harta 
kekayaan perusahaan. 
d. Mengurangi biaya penyelenggaraan administrasi ke tingkat 
yang ebih rendah darpada nilai manfaatnya (Samsul 1992 : 
56) 
6. Simbol Untuk Pembuatan Bagan Alir Dokumen 
Dalam sistem akuntansi dapat dijelaskan melalui bagan alir dokumen. 
Terdapat berbagai symbol – symbol tertentu untuk menggambarkan 




























































































































1. Definisi Perbankan 
 Segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, 
keguatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. 
 Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan 
demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati – hatian. Fungsi 
utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 
dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 
pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 
nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 
 Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai 
penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksaan kebijakan moneter 
dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan 
perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Definisi Bank 
a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 
b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 






c. Bank Pekreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvnsional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas. 
d. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau 
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang 
dinyatakan sesuai dengan Syariah. 
3. Landasan Hukum Perbankan 
a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndang – 
Undang Nomor 10 Tahun 1998. 
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang 
– Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. 
4. Kegiatan Usaha Bank 
a. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 
1) Menghimpun   dana   dari   masyarakat   dalam   bentuk 
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat  
deposito, tabungan , dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 
2) Memberikan kredit 
3) Menerbitkan surat pengakuan hutang 
4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun 
untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya 
5) Memindahkan uang baik untuk kpentingan sendiri maupun 





6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya 
7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga 
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga 
9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan kontrak 
10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di 
bursa efek 
11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan 
kegiatan wali amanat 
12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan PrinsipSyariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan BI 
13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang 
tentang Perbankan dan peraturan perundng – undangan yang 
berlaku 
14) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi 
ktentuan yang ditetapkan oleh BI. 
b. Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah 
1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam 





2) Menyalurkan dana melalui : 
a. Prinsip jual beli 
b. Prinsip bagi hasil 
c. Prinsip sewa menyewa 
d. Prinsip pinjam meminjam 
e. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan 
3) Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri 
surat – surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar 
transaksi nyata 
4) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang 
diterbitkan oleh Pemerintah dan atau BI 
5) Menerbitkan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah 
6) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau 
nasabah berdasarkan Prinsip Syariah 
7) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang 
diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar 
pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah 
8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat – 
surat berharga berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah. 
c. Kegiatan Usaha BPR Konvensioanl 
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam betuk simpanan 
berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu 
2) Memberikan kredit 
3) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 
Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan 





d. Kegiatan Usaha BPR Syariah 
1.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apapun 
2.Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain : 
a. Transaksi jual beli 
b. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah 
c. Pembiayaan bagi hasil 
3.Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan 
Undang – Undang Perbankan dan Prinsip Syariah. 
 
C. Perkreditan 
1. Definisi Kredit 
 Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 
 Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau 
pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 
uang. 
2. Unsur – Unsur Kredit 







Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 
(berupa uang, barang atau jasa) akan benar – benar diterima 
kembali di masa tertentu. 
2) Kesepakatan 
Kesepakatan yang telah di ajukan dalam isi perjanjian yang harus 
ditanda tangani oleh kedua pihak. 
3) Jangka Waktu 
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 
disepakati. 
4) Resiko 
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 
suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. 
Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian 
pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko 
yang disengaja oleh nasabah yang lali, maupu oleh resiko yang 
tidak disengaja. 
5) Balas Jasa 
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa yang 
berupa bunga dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan 
bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinip syariah balas 
jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 
3. Tujuan Kredit 
 Tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut :  





Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 
Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh 
bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 
dibebankan kepada nasabah. 
2) Membantu Usaha Nasabah 
Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 
dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 
3) Membantu Pemerintah 
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh 
pihak perbankan, maka semakin baik,mengingat semakin banyak 
kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai 
sektor. 
4. Fungsi Kredit 
 Fungsi kredit adalah sebagai berikut : 
1) Untuk meningkatkan daya guna uang 
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang 
maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan 
menghasilkan sesuatu yang berguna. 
2) Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 
Dalam hal ni uangyang diberikan atau disalurkan akan beredar 
dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang 
kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut 
akan memperoleh tambahan uang dari daerahh lainnya. 
3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang 
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si 
debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi 





4) Meningkatkan Peredaran Barang 
Kredit dapat pula menambah atau memperlancararus barang dari 
satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang 
beredar dari sutau wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau 
kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. 
5) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 
Dengan memberkan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas 
ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan 
menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 
6) Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha 
Bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan 
berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan. 
7) Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan 
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, 
terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. 
8) Untuk Meningkatkan Hubungan International 
Dalam hal pinjaman international akan dapat meningkatkan saling 
membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. 
Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama 
di bidang lainnya. 
5. Jenis – Jenis Kredit 
a) Kredit berdasarkan tujuan atau kegunaanya 
1) Kredit Konsumtif yaitu Kredit yang dipakai untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi bersama dengan keluarganya, contohnya kredit 





2) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang 
akan dipakai oleh debitur untuk menambah modal kerja atau 
usaha. Kredit jenis ini sangatlah produktif. 
3) Kredit Investasi, yaitu kredit yang dipakai untuk investasi yang 
bersifat produktif, namun hasilnya baru dapat diperoleh setelah 
jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang relatif lama. 
Biasanya dalam pemberian kredit semacam ini terdapat grace 
period, contoh kredit semacam ini misalnya kredit bagi 
perkebunan karet, dan sebagainya. 
b) Kredit berdasarkan waktu pengembaliannya 
1) Kredit Jangka Pendek ialah kredit yang mempunyai jangka waktu 
paling lama satu tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah ialah kredit yang mempunyai jangka 
waktu antara 1 hingga 3 tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang ialah kredit yang mempunyai jangka 
waktu lebih dari 3 tahun. 
c) Jenis kredit berdasarkan sektornya dalam perekonomian 
1) Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, 
peternakan, maupun perikanan. 
2) Kredit Perindustrian yaitu kredit yang penyalurannya dilakukan 
untuk aneka macam industri kecil, menengah dan besar 
3) Kredit Pertambanganialah kredit yang diberikan kepada aneka 
macam usaha pertambangan. 
4) Kredit Ekspor-Impor yaitu kredit yang pemberiannya kepada 
eksportir atau importir dengan beraneka macam barang. 






6) Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada beragam profesi, 
seperti karyawan kantor, guru, maupun dokter 
D. Kredit Mikro 
1. Definisis Kredit Mikro 
Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin 
dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Kredit mikro ditujukan untuk 
orang-orang yang tidak memiliki jaminan, pekerjaan tetap, dan riwayat 
kredit yang terpercaya, serta tidak mampu untuk memperoleh kredit biasa. 
Kredit mikro merupakan bagian dari keuangan miro, suatu layanan 
keuangan untuk membantu orang-orang miskin. 
E. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 
1. Definisi UMKM 
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 






2. Tujuan UMKM 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro 
bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 
membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang 
berkeadilan 
F. Pengendalian Internal 
1. Definisi Pengendalian Internal 
 Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 
ukuran – ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi 
dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
 Definisi sistem pengendalian intern teresbut menekankan tujuan yang 
hendak dicapai, dan bukan pada unsure – unsure yang membentuk sistem 
tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas 
berlaku bik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara 
manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan computer. 
2. Tujuan Pengendalian intern 
 Menurut Mulyadi (2001) tujuan pengendalian intern akuntasni adalah 
sebagai berikut : 
1. Menjaga kekayaan perusahaan 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
3. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat 





4. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi 
yang telah ditetapkan 
3. Unsur – Unsur Pegendalian Intern 
 Menurut Mulyadi (2009 : 166) untuk menciptakan sistem 
pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur 
pokok yang harus dipenuhi antara lain : 
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional 
secara tegas. 
 Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang 
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 
Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan  pokoknya adalah 
memproduksi dan menjual produk.  Untuk melaksanakan kegiatan 
pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen 
pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. Departemen-
departemen ini kemudian terbagi-bagi  lebih lanjut menjadi unit-unit 
organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi 
ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini : 
a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan 
dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang 
memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan 
misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan 
memerlukan otorisasi dari manajer fungsi  yang memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi 
penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 





fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa 
keuangan perusahaan. 
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh 
semua tahap suatu transaksi 
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus 
dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi 
atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu 
penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna 
mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir 
merupakan  dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan 
transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik 
akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam 
catatan akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (realibility) yang 
tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin 
dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga 
akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. 
Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan 
informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, 
pendapatan, dan biaya suatu organisasi. 
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 





a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang 
pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 
berwenang. Karena formulir merupakan alat yang 
memberikan otorisasi terlaksananya transasksi. 
b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan 
mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal 
yang tidak teratur. 
c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 
akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa 
campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. 
d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang 
diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi 
pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 
e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. 
Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 
menjadi haknya. 
f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan 
dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan 
mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya. 
g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk 
mengecek efektivitas untur-unsur sistem pengndalian yang 
lain. 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 
 Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 





a. Seleksi calon karyawan  berdasarkan persyaratan yang 
dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan 
yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan 
tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus 
mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan 
dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon 
karyawan yang menduduki jabatan tersebut. 
b. Pengembangan pendidikan karyawan selama  menjadi 
karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 
pekerjaannya. 
c. Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan 
oleh karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada 
saat seleksi karyawan untuk mengisi jabatan masing-masing 
kepala fungsi pembelian, kepala fungsi penerimaan dan 
fungsi akuntansi, manajemen puncak membuat uraian 
jabatan (job description) dan telah menetapkan persyaratan 
jabatan (job requirements).  Dengan demikian pada seleksi 
karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan 































































































































Sumber : Mulyadi (2001) 
 
 
